T

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

. d

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALQ,

bahwa . untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181  ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
{DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah teatang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2007 vang dijabarkan kedalam
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
pada tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2006;



Mengingat

51 Ml

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2007;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomaor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Noemor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor™ 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

L.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undeng Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan ({Lembaran Negara Repuglik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomar 4389);

pndang—Undang Nomor 15 Tehun 2004 ientarg Pemeriksaan
I;"engelo!aan dan Tanggungjawab Keuangan Negzra (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambakan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomaor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ftentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembgran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Necara
Republik Indcnesia Namar 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentzng
Kedudukan Keuangan Kepals Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Afas Penvelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lgmbaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Paraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran MNegara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomcr 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNsgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lémbaran Negara  Republik
Inldonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Eératuran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4578):

Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesta Nomor 4659);

Peraturan Dasrah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsl Gorontalo Tahun
2006 Nomor 03 Seri E).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  PROVINSI  GORONTALO  TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

sebagai berikut:

I.  Pendapatan Daerah Rp. 450.291.709.719,00

II. Belanja Daerah Rp..449.066.308.388,00
Surplus/(Defisit) Rp. 1.225.401.331,00

ITI. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 36.274.598.669,00

b. Pengeluaran Rp. 37.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. (1.225.401.331,00)
Sisa Lebih Pecmbiayaan Anggaran

tahun Berkcnaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin

darl :

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 50.500.000.027,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp.397.190.000.000,00
c. Lain —lain pendapatan daerah yang

sah sejumlah . Rp. 2.601.709.692,00



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 44.425.000.027.00
b.  Retribusi Daerah sejumlah Rp. 0,00
c.  Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.175.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah sejumlah Rp.  4.900.000.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumla!'; Rp.  5.800.000.000,00
b. Dana Alckasi Umum sejumlah Rp.291.394.000.000,00

Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 0,00
d. Dana Penvyesuaian Rp. 99.996,000.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
b. Dana darurat sejumlah Rp. 2.601.709.692,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. 0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provins! atau dari

pemerintah daerah lainnya sejumlah  Rp. 0,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. DBelanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 151.114.793.327,12
b. Belanja l.angsung sejumlah Rp. 297.951.515.060,88

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pcgawai sejum]aih Rp. 105.769.397.644,12
b. Belanja bunga sejumiah Rp. 0,00
¢. Belanja subsidi sejumlah Rp.  2.500.000.000,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 4.950.000.000,00
€. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.  3.700.000.000,00
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(3)

(2)

(3)

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 25.000.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.  7.500.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.  1.685.395.683,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 49.934.247.05%,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 112.640.934.931,88

c. Belanja modal sejumlah Rp. 135.376.333.070,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 36.274.598.669,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 37.500.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 6.274.598.669,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah  Rp. 0,00
¢. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 4,00
d. Penerimaan pinjaman daerah

sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian

Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah

sejumlah Rp. 0,00
g. Penerimaan kembali investasi daerah Rp. 30.000.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan

sejumlah Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp. 37.500.000.000,00
c. Pembayaran pckok utang sejumlah  Rp. 0,00
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d. Pemberian pinjaman daerah

sejumlahn

Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian [lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari ;

al.

b.

k.

1.

Lampiran 1

Lampiran II

Lampiran II1

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII:

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII :
Lampiran XIIIL:

Ringkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Mggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerzh
dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Dagarah, Crganisas
Pendapatan, Belania dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintanan Dacrah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Belanje Daerah untuk keselarasan
dan keterpéduan urusan pamerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara,

Daftar jumlah pegawal per golongan dan per
jabatan;

Deftar Piutanc Daerah;

Daftar Penyertazn Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkircan penambahan dan pengurangan
Aset Tetap Dacrah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap 5aer‘ah;

Daftar  Kegiztan-kegiatan  Tahun  Anggaran
sebelumnya vyang belum diselesaikan  dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggéraﬂ ini;
Daftar Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
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Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran.

Pasel 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
~ Peraturan Daerah ini dengan perempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Garontalo.
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Januari 200/
GUBERNUR GORONTALO,

g A

FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSL GORONTALQ,

]

Drs. Hi. IDRIZRAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMRARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 02
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